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ABSTRACT
Inter-regional cooperation is a breakthrough to reduce conflicts between regions, in

Central Java establishment of cooperation place processing requires Final Waste stagnated
for four years, is worth study on "Development of the concept of institutional inter-regional
cooperation in Central Java" which aims to find the concept of institutional cooperation
among the areas of waste management in the legislation governing inter-regional
cooperation and waste management as well as find the concept of institutional cooperation
that is easy to implement landfill

The theory of cooperation as the basic theory to analyze the case of cooperation in this
research, using qualitative research methods, data and information obtained from officials
related to waste management and inter-regional cooperation as well as regulatory co-
operation and waste management.

The results showed that there is a waste management arrangements are inconsistent,
there is no law specifically governing the cooperation of regional landfill. The concept of
structural-hierarchical institution as a model of regional cooperation arrangements landfill.

An important finding of this study is: there are errors formulation of the concept of co-
operation mandatory and voluntary cooperation in regulatory cooperation, waste
management is a matter for the government that can not be cooperation between the regions,
need to set up a cooperative form of a forum of coordination, monitoring and evaluation in
cooperation regional landfill in addition to institution waste management, the regulatory
framework of cooperation only at the regional landfill construction and utilization of the
means-prasaranan, the concept of institutional cooperation newfangled / pattern-hiererkis
difficult structural implemented in a decentralized paradigm dominance
Suggestions reconceptualization and redefinition of institutional cooperation in the
regulation and guidebooks, improving and strengthening institutional cooperation with
priority policy area.

Keywords: cooperation, regional Rules and regulations, structural hierarchical,
garbage.
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1.PENDAHULUAN

Sejak Indonesia melaksanakan reformasi politik tahun 1999, terjadi perubahan

pelaksanaan sistim pemerintahan Indonesia yaitu dengan diperlakukan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan kerjasama antar daerah. Kerjasam antar daerah

ini mengahadapi permasalahan yang mendasar, yang tercermin dari kerjasama antar daerah

sesuai prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya, kegiatan yang dapat di kerjasama antar

daerahkan, kelembagaan kerjasama antar daerah membutuhkan jawaban konkrit di tengah

kolaborasi stratejik.

Ketika dalam peraturan perundangan ada kerjasama yang wajib sifatnya maka

sebenarnya tidak ada satu daerahpun yang tidak melakukan kerjasama antar daerah, akan

tetapi melihat kerapuhan kerjasama maka ini menandakan adanya ajakan pemerintah kepada

daerah masuk dalam permasalahan berkepanjangan. Untuk mengurai permasalahan

kerapuhan kerjasama antar daerah maka harus ada pemikiran lain bahwa jika pemerintah

mewajibkan daerah bekerjasama apakan pemerintah sudah memberikan pengaturan dan

pedoman yang jelas untuk pelaksanaannya. Penggunaan teori-teori kerjasama akan dapat

menganalisa bagaimana sebenarnya kerjasama antardaerah itu, dengan pendekatan dari

teori equal-kolaboratif dan Inequal kolaboratif maka akan dapat diketahui bagaimana

kerjasama yang wajib dan kerjasama yang sukarela sehingga pemerintah pada saat

mewajibkan daerah melakukan kerjasama maka dasar hukum yang mewajibkan kerjasama

dapat berlandaskan pada teori tersebut.

Pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, berbagai forum kerjasama antar

daerah juga telah banyak terbentuk dengan arah dan tujuan mengatasi persoalan yang

dihadapi bersama secara lebih efektif. Kerjasama yang berbasis regional dan sektoral

seperti kerjasama yang berkenaan dengan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah,

kerjasama kemitraan dalam pengelolaan sampah di wilayah Jawa Tengah belum ada,

sementara peraturan regionalisasi sampah sudah lama ada yakni Undang-undang Nomor: 18

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, terutama pasal 26 yang mengatur tentang

kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Provinsi Jawa-Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota dengan jumlah

penduduknya mencapai 32 juta jiwa lebih pada tahun 2014, menghadapi masalah besar

dengan produksi sampahnya, disebabkan volume produksi sampah di daerah ini tidak

berimbang dengan volume sampah yang dapat terangkut. Dari 16.628 meter kubik produksi



sampah per hari di Jawa Tengah, hanya sekitar 11.108 meter kubik di antaranya yang dapat

terangkut (66,8 persen) atau yang tertangani. Permasalahan sampah menjadi semakin

kompleks seiring dengan pola konsumsi masyarakat yang meningkat, dengan perkiraan

setiap hari manusia menghasilkan sampah rata-rata 0,8 kilogram, dari kondisi ini akan

menjadikan volume sampah yang tak tertangani pun bakal semakin melonjak. Sementara

kemampuan penanganan dari pemerintah juga terbatas. Menurut perhitungan PLP

Ciptakarya Jawa tengah jumlah timbulan sampah perkotaan adalah 8.883 ton/hari dan

pedesaan 5.273 ton/hari, sehingga total jumlah timbunan sampah adalah sebesar 14.156

ton/hari. Sementara hampir di seluruh kota di Jawa Tengah sudah mengalami kesulitan

penyiapan lahan untuk pembuangan akhir sampah,

Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir di 35 kabupaten/ kota di Jawa

Tengah secara teknis adalah sebagai berikut : 1) TPA dengan kedalaman lebih dari 5 meter

dan tertutup sebanyak 15TPA dengan kemampuan tampung 55.136.100 ton sampah, 2)

TPA dengan kedalaman lebih dari 5 meter dan tidak tertutup sebanyak 6 TPA yang

menampung 4.377.500 ton sampah, dan 3) TPA dengan kedalaman kurang dari 5 meter dan

tidak tertutup sebanyak 10 TPA yang menampung 5.461.038 ton sampah Sedangkan jumlah

sampah yang tidak terangkut sebanyak 4.530 ton/hari dengan kondisi sebagai berikut :

1). Dikelola oleh masyarakat dengan pengomposan sebesar 10 % atau 0,1 X 4.530 ton/hari

= 453 ton/hari;

2).Dibakar sebesar 5 % atau 0.05 X 4.530 ton/hari = 226.5 ton/hari

3). Dibuang sembarangan sebesar 5 % atau 0,05 X 4.530 ton/hari = 226.5 ton/hari

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 berimplikasi pada keharusan

Pemerintah daerah menerapkan system sanitary landfill pada Tempat Pembuangan Akhiir

yang dioperasikan. Di dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah

Daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang

menggunakan system pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun dan diharuskan

menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan system pembuangan terbuka

paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut. Amanat

Undang-Undang tersebut, akan berimplikasi bagi Pemerintah Daerah di dalam pengelolaan

sampah. Mengingat pembuatan maupun pengelolaan TPA dengan system sanitary landfill

membutuhkan biaya yang cukup besar, biaya operasional yang mahal dimulai dari

penyediyaan lahan, pengadaan alat berat, penyediaan tanah penutup, operasi dan



pemeliharaan, sampai penyediaan tenaga yang terdidik dalam mengelola sanitary landfill,

sementara itu tidak semua Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sama dalam

mengimplentasikan amanat undang-undang tersebut. Oleh karena itu sampai saat ini

pengelolaan sampah di Jawa Tengah masih dioperasikan dengan system open dumping dan

controlled landfill. Dibawah ini peneliti sajikan gambaran Pengelolaan Sampah dan

pengelolaan sampah di beberapa daerah kabupaten kota yang diindikasikan akan di kelola

secara regional. Hasil dari studi yang pernah dilakukan cipta karya provinsi Jawa Tengah

pada tahun 2011 yaitu Studi Inventarisasi Proyek Potensial Bidang Infrastruktur yang

rencana dikerjasamakan di Jawa Tengah Tahun 2012, terdapat 5 calon Tempat pemrosesan

Akhir Sampah Regional: yakni, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) kota Semarang,

Kendal, Demak, TPA kabupaten-kota Sukoharjo- Karangayar-Surakarta, TPA kabupaten-

kota Magelang,TPA kabupaten-kota Pekalongan,TPA kabupaten-kota Brebes-Tegal-

Pemalang.

Berangkat dari persoalan di atas, maka dalam rangka mewujudkan Kerjasama regional

tempat pemrosesan akhir sampah di regional di Jawa Tengah diperlukan kajian tentang

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Di Jawa Tengah (Studi Kasus

Regionalisasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah). Fokus penelitian ini pada upaya

mencari jawaban untuk menemukan kebenaran logika konseptual kelembagaan kerjasama

antar daerah dan model pengembangan kerjasama antar daerah tempat pemrosesan akhir

sampah regional di Jawa-Tengah yang kemudian dielaborasikan ke dalam penemukan

konsep dasar kelembagaan kerjasama beserta kelemahannya serta fenomena sulitnya

pembentukan kerjasama TPA Sampah regional yang berdasarkan peraturan perundangan

kerjasama antar daerah dan peraturan perundangan pengelolaan sampah. Dan konsep

kelembagaan kerjasama antar daerah yang memiliki kekuatan dasar pengembangan

kerjasama Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di Jawa Tengah

2.. Kerangka Teoritik

Dalam konsep kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur dua pihak atau

lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama.Ketiga unsur dalam kerjasama tersebut

harus ada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek. Kerjasama Antar pemerintah

Daerah (intergovernmental cooperation), didefinisikan sebagai “an arrangement between

two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving



a mutual problem” (Patterson , 2008 hal 126 ). Dalam definisi ini tersirat adanya

kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk

memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama,

pengaturan ini bersifat pengaturan bersama (joint), yang berbeda karakteristiknya

dibandingkan dengan pengaturan sendiri (internal daerah). Kerjasama memiliki tujuan dan

target tertentu yang harus dicapai oleh pihak-pihak yang bekerja sama.

Beberapa teori yang melatar belakangi terbentuknya Kerjasama Antar Daerah

dijelaskan dibawah ini :Ada dua model hubungan antar pemerintahan lokal, yaitu model

persaingan antar pemerintahan lokal (interjurisdictional competition) dan model regionalisme

(regionalism); Olberding (2002, hal: 94). Model persaingan mengasumsikan bahwa antar

pemerintahan lokal bersaing untuk memberikan layanan yang prima kepada penduduk dan

pengusahanya.

Berbeda regionalisme menyatakan bahwa kerjasama antar pemerintahan lokal dapat tercipta

jika mereka mengakui rasa saling tergantung (interdependency) dan bertindak dalam koridor yang

terkoordinasi. Model regionalisme mengasumsikan bahwa setiap pemerintahan lokal

memiliki keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya alam, sumberdaya

manusia,sumberdaya buatan maupun sumberdaya sosial. Oleh karena itu, agar pemerintah

lokal dapat berkembang maka antar pemerintah lokal diharapkan dapat saling bekerjasama.

Kelembagaan kerjasama antar daerah terbentuk dari serangkaian peraturan (rule of

the game) dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola (governance

structure), lengkap dengan tatacara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule

of the game tersebut.

Menurut Djogo dalam Hidayat (2007, 43- 49) terdapat beberapa aspek kelembagaan

kerjasama yang dapat digunakan untuk menggabarkan bagaimana tata kelola kelembagaan

tersebut, yakni dari; format kerjasama, pengelolaan kerjasama, struktur organisasi,

kerangka regulasi, dan sumber pendanaan.

3. Metode Penelitian

Objek penelitian dilima daerah calon TPA regional di Jawa Tengah yakni: 1. kota dan

kabupaten semarang, kabupaten Kendal dan kabupaten Demak, 2. Kota dan kabupaten

Magelang, 3. Kota dan kabupaten Pekalongan, 4. Kota Surakarta, kabupaten Sukoharja,



kabupaten Karanganyar, 5. Kota dan kabupaten Tegal, kabupaten Pemalang kabupaten

Brebes.

Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci (key informan) yang tepat, dalam

pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Pengembangan Kelembagaan

kerjasama Antar daerah di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah. Adalah seseorang

yang secara regulative memahami kerjasama antar daerah di wilayah provinsi Jawa

Tengah

2. Kepala bagian kerjasama dalam Negari dari Biro Otonomi Daerah dan Kerja sama

Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah pejabat yang terlibat langsung dalam setiap proses

kerjasama di lingkungan wilayah pemerintah provinsi Jawa Tengah.

3. Sekretaris, kabag Teknis dinas Cipkataru Provinsi Jawa Tengah, adalah pejabat yang

memiliki tugas dan fungsi penyediaan insfrastruktur pengelolaan sampah di wilayah

Provinsi Jawa Tengah.

4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota .dan kepalaUnit Pengelola Teknis TPA,

Mereka adalah pejabat yang dalam kesehariannya sebagai pelaksana pengelolaan

sampah di masing-masing kabupaten kota, yang memiliki informasi tentang

permasalahan sampah dan pengelolaannya..

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/Kota, adalah pejabat yang membidangi

urusan penyediyaan infrastuktur persampahan, yang selalu terlibat dalam setiap urusan

kerjasama yang memerlukan penyediyaan insfrastruktur, termasuk infrastruktur sampah.

Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan wawancara terstruktur, FGD

(Fokus Group Discussion) serta dengan studi pustaka berdasarkan penelaahan literatur atau

referensi, baik yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen peraturan

perundangan, laporan-laporan, jurnal-jurnal, mimbar, makalah-makalah yang pernah

diseminarkan.

Sementara pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dimaksudkan untuk

menghilangkan keraguan atas informasi yang didapat dari wawancara ataupun terbentuk

melalui proses pemahaman tentang kerjasama TPA sampah yang datang dari informan

ataupun dari peneliti.



Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data

deskriptif-kualitatif. Teknik analisis ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah dari

Miles and Huberman (1992), yakni: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penafsiran

data, dan (4) Menarik kesimpulan. Langkah-langkah tersebut terangkum dalam satu

kegiatan yang dapat dilakukan di lokasi maupun luar lokasi penelitian.

4. Hasil penelitian

4.1. Kerjasama tempat pemrosesan akhir sampah

Sampah menjadi persoalan besar di daerah perkotaan karena wilayahnya

sempit, dengan kondisi kesulitan penanganan sampah di wilayah kota akan

menimbulkan dampak lingkungan untuk daerah sekitar kota yang berbeda antara

wilayah kabupaten yang sangat luas dan wilayah kota yang sempit, kondisi ini

menjadi persoalan tersendiri bagi penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang

prima. Maka harus ada perubahan dalam pengelolaan sampah, yang semula di kelola

sendiri oleh pemerintah kota dengan berbagai keterbatasan yang utama keterbatasan

lahan, berdasarkan asas otonami daerah pengelolaan sampah perkotaan perlu

dilakukan kerjasama dengan daerah kabupaten di sekitarnya. Kementerian PU

bekerja sama dengan Dinas PU Cipta Karya Jawa Tengah akan membangun lima

tempat pembuangan akhir (TPA) sampah regional. Lokasinya berada di wilayah

kabupaten yang berdekatan dengan kota. Pertimbangannya karena di kota lahannya

terbatas. lima kota yang direncanakan pengelolaan sampahnya ditangani secara

regional adalah Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang dan

Kota Solo. Untuk kepentingan itu perlu ada nota kesepahaman (MoU) antara kota

dan kabupaten, penyiapan lahan, detail engineering design dan amdal.

UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan

penutupan TPA open dumping paling lambat tahun 2013 (pasal 44) akan tetapi

beberapa kesulitan amanat ini dilaksanakan di hadapi di beberapa daerah kabupaten

kota yang sudah di pilih dan ditetapkan sebagai daerah yang akan membangun TPA

Regional di jawa Tengah. Berlatar belakang dari pembuangan akhir sampah di

beberapa kota yang sudah habis umur pakainya. Dan sulitnya lahan di kota maka

dilakukannya kerjasama pembangunan TPA Regional antara Kabupaten dan Kota

dengan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama pada tahun 2012. Akan



tetapi kerjasama ini tidak dapat diwujudkan karena berbagai kesiapan daerah yang

di pilih sebagai TPA Regional, sebagaimana yang dapat peneliti sampaikan dari

hasil wawancara dengan informan dapat di simpulkan bahwa kerjasama TPA

regional belum memiliki dasar hukum yang pasti sebagai landasan pelaksanaan

kerjasama antar daerah sektor sampah, pelaksanaan kerjasama TPA regional di Jawa

Tengah menggunakan dasar peraturan yang berbeda-beda dari masing masing

daerah calon pelaku kerjasama sesuai dengan pemahaman mereka tentang kerja

sama antar daerah dan pemahaman tentang pengelolaan sampah. sedangkan ,

tahapan persiapan dapat di deskripsikan: kegiatan ini di awali dari undangan

sosialisasi program TPA regional dari pemerintah provinsi dan akhirnya pemerintah

kota diminta menjadi pemrakarsa kerjasama TPA regional. Dan dari jawaban diatas

dapat di simpulkan bahwa pemerintah provinsi berperan sebagai fasilitator dalam

proses kerjasama TPA Jawa Tengah ini. Dalam kerjasama pengelolaan sampah

yang sebenarnya hanyalah pada penyediaan tempat pembuangan sampah, dan

mengenai pengelolaan sampah setelah berada dalam TPA regional merupakan

kewenangan provinsi., masih belum di jelas dimengerti seperti apa pengelolaan

kerjasama TPA nantinya, yang di mengerti dari hasil sosialisasi adalah pelaksanaan

TPA regional adalah UPT, dari sini dapat di arikan bahwa format kerjasama antar

daerah tentang pengelolaan sampah belum di fahami dan nampak bahwa

Kabupaten/kota akan menerima begitu saja (telah menandatangani kesepakatan

bersama) bagaimana model kerjasama model/pola kerjasama yang akan

dilaksanakan dalam rangka pengelolaan TPA regional tersebut.

Dari keseluruhan rangkaian data hasil wawancara apabila di tarik dalam

analisa secara teoritik bahwa kerjasama antar daerah yang akan terbangun adalah:

Para subyek dalam posisi ketidak setaraan (Kota,Kabupaten, provinsi). Menurut

Binjamin, bahwa ketika terbentuknya kerjasama dari para subyek yang dalam posisi

tidak setara maka kerjasama ini dalam model/pola inequal kolaboratif, menurutnya

kerjasama dalam model ini akan menggambarkan bentuk proses pengelolaannya

yakni sebagaimana yang peneliti sampaikan pada tabel 5,2 struktur pengelolaannya

hierarkis, prinsip pelaksanaan imperative, top down, koordinasinya direktif dan

komunikasinya normative tertutup.



Satu kelemahan model/pola kerjasama inequal kolaboratif dalam kasus TPA

regional yakni prinsip pelaksanaan yang imperative dan komunikasi yang normative

tidak dapat mendukung terbentuknya kerjasama tersebut. Terbukti dari adanya

perintah dari provinsi ke kota untuk membuat surat penewaran kerjasama kepada

kabupaten. Kota sudah melakukan penawaran akan tetapi ketika sampai sekian

waktu belum ada jawaban dari kabupaten, proses terhenti, provinsi tidak melakukan

upaya apa-apa dan kota harus menunggu jawaban dari kabupaten. Dan menurut kota

semestinya provinsi harus lebih aktif, jelas dalam tahap seperti ini provinsi memiliki

peran kritis untuk membangun komunikasi di antara kota dan kabupaten. Atas

pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar daerah lebih

dimaknai sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih

pemerintah daerah karena adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau

lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan

masalah secara bersama-sama.

4.2.Kelembagaan Kerjasama

Setiap kerjasama antar daerah harus didasarkan pada kepentingan bersama

dari para daerah sebagai anggota sebuah kerjasama, oleh karena itu proses

pembentukan kerjasama antar daerah harus bersifat partisipatif dan fleksibel

sehingga dapat melahirkan konsensus. Oleh sebab itu, proses membangun format

kelembagaan kerjasama antar daerah perlu dikembangkan secara bertahap dan juga

perlu dibuka kemungkinan format kelembagaan yang berbeda sesuai dengan

kebutuhan dari masing-masing daerah sebagai anggota yang terlibat dalam lembaga

kerjasama antardaerah.

Dalam rangka pengembangan kelembagaan kerjasama antar daerah yang

sesuai kebutuhan daerah, perlu pemahaman arti kelembagaan kerjasama secara

mendalam, karena disetiap kerjasama ada dalam situasi, tujuan, kondisi yang

berbeda-beda oleh karenannya penetapan kelembagaan kejasama merupakan

kegiatan yang amat menentukan bagi berkembangnya kerjasama.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka kelembagaan kerjasama antar

daerah dapat digambarkan sebagai “sebuah kesepakatan tentang apa, untuk apa,

bagaimana, siapa, kapan, dimana, berapa, dari mana, sebagai dasar aktivitas para

subjek kerjasama”. yang akhirnya akan terbentuk Networks yang secara makro



perwujudannya bisa berupa: pertama information networks, dimana daerah dapat

membuat sebuah forum yang berfungsi sebagai pertukaran kebijakan dan program,

teknologi dan solusi potensial atas masalah-masalah bersama. Yang kedua adalah

developmental networks, dimana dalam jenis ini, engagedment dari masing-masing

daerah lebih tinggi karena interaksi antar daerah tidak hanya dalam pertukaran

informasi, tapi juga dikombinasikan dengan pendidikan dan pelayanan yang secara

langsung meningkatkan kapasitas informasi daerah untuk melaksanakan solusi atas

masing-masing persoalannya. Yang ketiga adalah outreach networks, dimana

network antar daerah lebih solid dengan adanya program strategi untuk masing-

masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan di lain daerah (biasanya dengan

fasilitasi dari organisasi partner atau organisasi penyandang dana). Yang keeempat

adalah action networks yang merupakan bentuk intergovernmental networks yang

paling solid, dimana daerah-daerah secara bersama-sama membuat serangkaian

program aksi bersama yang dijalankan oleh masing-masing daerah sesuai dengan

proporsi dan kemampuannya masing-masing.

Secara lebih spesifik,kelembagaan kerjasama antar daerah dapat dirumuskan

sebagai bentuk: format kerjasama, pengelolaan kerjasama, struktur organisasi,

kerangka regulasi, dan sumber pendanaan yang ada dalam keseluruhan proses

kerjasama. Dapat peneliti jelaskan seperti ,format kerjasama, forum koordinasi,

forum koordinasi, monitoring dan evaluasi dan badan usaha bersama.

Pengelolaan kerjasama merupakan pola pilihan kerjasama yang dilakukan

agar efektivitas dari lembaga kerjasama antar daerah dapat dijamin.Pilihan kerjasama

ini biasanya sangat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kerjasama, Karena pilihan

terhadap bentuk kerjasama akan sangat berpengaruh terhadap pola pengorganisasian,

pengelolaan, atau mekanisme kerja lembaga kerjasama maupun karakter struktur

organisasi yang terbentuk.Terlepas dari bentuk kelembagan yang dipilih, secara

umum pengelolaan kerjasama antar daerah terbagi dalam dua pola yaitu pengelolaan

profesional dan pengelolaan terintegrasi dengan pemerintah daerah:

Sementara itu Struktur Organisasi merupakan gambaran susunan dan

hubungan antar tiap bagian yang ada dalam kerjasama antar daerah yang

menjalankan aktivitas operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama

dalam kerjasama., yang tidak kalah penting adalah tentang Kerangka Regulasi,



merupakan penjelasan mengenai pengaturan kerjasama secara konseptual dengan

nilai dan morma sebagai dasar dan pondasi keseluruhan proses aktivitas kerjasama.

Keberhasilan lembaga kerjasama antar daerah juga sangat ditentukan oleh kerangka

regulasi tersebut. Legitimasi suatu kerjasama harus dijamin dalam kerangka regulasi

yang mewadahinya dan menjamin sebagai pendorong bekerjanya bentuk-bentuk

kerjasama antar daerah tersebut.

Mekanisme pembiayaan seluruh aktivitas kerjasama yang ada sangat

beragam. Namun ada indikasi kuat mekanisme pembiayaan tersebut sangat rentan

dengan persoalan keberlanjutan pendanaan. Faktor kuatnya ketergantungan pada

lembaga donor, tidak adanya dukungan kuat dari dewan serta ada potensi daerah

yang tidak memenuhi kesepakatan yang ada seringkali mengancam keberlanjutan

pendanaan forum kerjasama yang ada.

Kerjasama TPA sampah regional di Jawa Tengah di temukan bahwa format

pembentukan kelembagaan kerjasama TPA antar daerah yang di keluarkan oleh

kementrian pekerjaan umum Republik Indonesia yang memiliki fungsi memfasilitasi

komunikasi dan kordinasi antar daerah anggota. Unit pelaksana Teknis Daerah

dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur. Lembaga ini berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Dinas terkait yang menangani bidang Pekerjaan Umum

(dalam Pedoman ini selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum) di provinsi yang

bersangkutan.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai format kelembagaan dan model

pengelolaan diatas maka model struktur organisasi pengelola kerjasama TPA regional

berbentuk “Struktur Organisasi Berbasis Pada Hierarki”

Gambar 4.2.1

Bagan Struktur Organisasi Unit Kerja TPA Regional

Sumber: Buku pedoman pembentukan Kerjasama TPA regional 2009
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Kerjasama TPA regional berbentuk Written Agreements, yaitu pengaturan

kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis. Hal ini dapat di lihat dari tahapan

persiapan para subjek sudah menandatangani perjanjian kesepakatan kerjasama yang

isinya sebuah pernyataan kesediaan untuk melakukan kerjasama dengan subjek lain

dalam bidang tertentu. Dari keseluuruhan penjelasan tentang kelembagaan kerjasama

TPA regional dalam perspektif regulasi dapat peneliti sajikan dalam bentuk matrik di

bawah ini:

Tabel 4.2..1 :Kelembagaan Kerjasama TPA Regional

NO ASPEK KELEMBAGAAN KETERANGAN

1. Format lembaga Lembaga Kerjasama

2. Pengelolaan Public Sector (UPTD)

3. Struktur organisasi Struktural-Hierarkis

4. Kerangka Regulasi Written Agreements
(Coorporative Construction Joint
Services)

5. Sumber Pendanaan 1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah Provinsi
3. Anggota
4. Masyarakat
5. Pihak lain.

Sumber: hasil kajian.

4.3. Pengembangan dan perubahan Kelembagaan

Seiring dengan meningkatnya permasalahan sampah, meningkat pula kebutuhan

pelayanan sampah di masyarakat, yakni kebutuhan akan penyediaan akses dan kebutuhan

pelayanan. Oleh karena itu disamping perlu penyediaan infrastruktur, diperlukan juga

suatu lembaga pengelola yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya.Mengingat

tantangan yang cukup besar dimasa mendatang, serta tuntutan kinerja yang lebih tinggi,

maka lembaga pengelola sampah perlu bekerja dengan lebih terarah dan fokus.Untuk itu,

perlu penataan dan pengembangan model kelembagaan yang sudah terbangun berdasarkan

regulasi yang ada sehingga mampu memberika pelayanan sampah secara lebih baik.

Dari hasil kajian peneliti terhadap undang-undang, peraturan pemerintah sampai

dengan buku pedoman pembentukan kelembagaan TPA regional, di temukan model

kelembagaan TPA regional,k dapat menjamin pelayanan yang maksimal maka kiranya



perlu dilakukan analisa terhadap model tersebut apakah sudah cocok dengan situasi dan

jamannya sehingga mampu melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Gambaran kondisi dan keadaan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap cara-

cara melakukan kerjasama pengelolaan sampah, sehingga bentuk kerjasama yang

terwujud dalam bentuk perjanjian dan pengaturannya juga akan berbeda sesuai dengan

kebutuhan masing-masing pelaku kerjasama yang di latarbelakangi dari kondisi dan

keadaan masyarakat dan keadaan wilayahnya

Berbagai perspektif mengenai kelembagaan kerjasamaTPA regional dalam

menghadapi tuntutan pelayanan pengelolaan sampah kedepan perlu upaya perubahan

berkenaan dengan beberapa kelemahan yang peneliti temukan diantaranya lemahnya

logika konseptual tentang kerjasama, juga lemahnya logika kontekstual tentang kerjasama

antardaerahBerdasarkankelembagaan kerjasama antar daerah dapat dimaknai sebagai

sebuah kesatuan antara organisasi dan regulasi yang melandasi seluruh aktifitas kerjasama

antar daerah, yang terdiri dari aspek: format kerjasama, pengelolaan kerjasama, struktur

organisasi, kerangka regulasi, dan sumber pendanaan.

Hal ini terlihat dari rumusan temuan penting bahwa terdapat kekeliruan penetapan

kerjasama wajib dan kerjasama sukarela dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah berdasarkan teori kerjasama. Dengan demikian adanya inkonsistensi

pada peraturan perundangan kerjasama dan pengelolaan sampah. Ditemukan bahwa

konsep kelembagaan kerjasama TPA sampah regional dalam peraturan perundangan

adalah berpola Inequal colaboratif dengan kelemahan pada beberapa aspek pengelolaan,

format kerjasama/lembaga kerjasama, struktur organisasi. kerangka regulasi.. Konsep

kelembagaan kerjasama yang bermodel/pola inequal kolaboratif sulit di implementasikan

dalam dominasi paradigma desentralisasi.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan:

5.1. Kerjasama antar daerah merupakan perintah undang-undang , secara teoritis kerjasama

yang proses terbentuknya berdasarkan perintah undang-undang bersifat wajib

berbentuk pola/model kerjasama In-equal kolaboratif.Untuk menggambarkan konsep

kelembagaan kerjasama TPA regional lebih sederhana peneliti tampilkan dalam tabel

di bawah ini:



Tabel 5.1 Konsep Kelembagaan TPA Regional Berdasar Regulasi

Sumber : Hasil Kajian

5,2, Pengembangan konsep kelembagaan kerjasama antar daerah (TPA regional) , kerangka

regulasinya dalam bentuk Kerjasama adalah Joint Built and consortia, konsep

pengembangan kelembagaan kerjasama TPA sampah regional di tampilkan dalam tabel:

Tabel 5.2 Konsep Kelembagaan TPA Regional YangDikembangkan

No: Variable kelembagaan Keterangan

1. Lembaga kerjasama lembaga operasional adalah
UPTD

2. Struktur organisasi Struktur lembaga operasi adalah
structural hierarkis

3. Pengelolaan Pengelolaan melekat dengan
dinas terkait (public sector)

4. kerangka regulasi. Bentuk Kerjasama adalah Joint
Built and Operation,

5. Anggaran/sumber
Pendanaan

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah Provinsi
3. Retribusi

No: Variable kelembagaan Keterangan

1. Lembaga kerjasama

Forum Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi dan lembaga operasional
adalah UPTD

2.

Struktur organisasi
Struktural-hierarkis, Struktur lembaga
operasi adalah structural hierarkis

a. Komunikasi Normatif-intensif

b. Hubungan direktif-partisipatif

3.

Pengelolaan Pengelolaan melekat dengan dinas
terkait (public sector)

4.
kerangka regulasi.

Bentuk Kerjasama adalah Joint Built
and consortia

5. Anggaran/sumber
Pendanaan

1. Pemerintah pusat. (APBN)
2. Pemerintah Provinsi (APBD)



Sumber : Hasil Kajian
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